Menimbang :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1989
TENTANG
TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

.bahwa tujuan pembangunan nasional adalah memajukan

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan
spiritual berdasarkan Pancasila;

. bahwa telekomunikasi merupakan cabang produksi yang penting bagi

Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga perlu
dikuasai olen Negara demi terwujudnya tujuan pembangunan
nasional,

. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis

dalam upaya memperkuat dan meningkatkan persatuan dan kesatuan
bangsa, meningkatkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat,
memperlancar kegiatan pemerintahan dan pemerataan pembangunan,
mendorong pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas nasional
yang sehat dan dinamis, serta mempererat hubungan antarbangsa
dan, oleh karena itu, penyediaan, pemanfaatan, dan pengelolaannya
perlu ditingkatkan;

. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan telekomunikasi

diperlukan upaya yang berkelanjutan serta andal dan peran serta
masyarakat guna menjamin penyediaan jasa telekomunikasi secara
optimal bagi masyarakat dan selalu mampu mengikuti perkembangan
teknologi;

. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dalam usaha

memberikan landasan yang lebih kukuh bagi perwujudan cita-cita
dimaksud, maka Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6
Tahun 1963 tentang Telekomunikasi menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2657) dipandang tidak sesuai lagi dengan kemajuan
teknologi dan tuntutan kebutuhan masyarakat sehingga perlu disusun
Undang-undang yang baru;
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Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945;

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis
tanda, gambar, suara, dan informasi dalam bentuk apa pun melalui sistem kawat,
optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;

Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam
bertelekomunikasi;

Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang
memungkinkan bertelekomunikasi;

Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan
gelombang radio;

Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan
kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi;
Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan
sarana dan/atau fasilitas telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya
telekomunikasi;

Penyelenggaraan jasa telekomunasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat;

Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan
telekomunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah tertentu, perseorangan,
atau badan hukum untuk keperluan khusus atau untuk keperluan sendiri;

Jasa telekomunikasi adalah jasa yang disediakan oleh badan penyelenggara atau
badan lain bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan
menggunakan fasilitas telekomunikasi; 10. Badan penyelenggara adalah badan
usaha milik negara yang bentuk usahanya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang Dbertindak sebagai pemegang kuasa
penyelenggaraan jasa telekomunikasi;

10.Badan lain adalah badan hukum di luar badan penyelenggara berbentuk koperasi,

badan usaha milik daerah, dan badan usaha swasta nasional, yang berusaha
dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi; 12. Menteri adalah menteri yang
bertanggung jawab di bidang telekomunikasi.
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BAB I
TUJUAN ASAS PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 2
Penyelenggaraan telekomunikasi bertujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan
bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata,
mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan
hubungan antarbangsa.

Pasal 3
Penyelenggaraan telekomunikasi dilakukan dengan berlandaskan asas manfaat, asas
adil dan merata, dan asas kepercayaan pada diri sendiri.

BAB Il
PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 4
(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh
Pemerintah.
(2) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 5

(1) Pemerintah menetapkan kebijaksanaan di bidang telekomunikasi secara
menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang
hidup dalam masyarakat.

(2) Kebijaksanaan di bidang telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
meliputi kegiatan pengaturan, pengarahan, dan pembinaan berbagai sarana,
prasarana, dan jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang saling menunjang untuk
menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan jasa telekomunikasi
sehingga tercapai satu keterpaduan.

Pasal 6
Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

Pasal 7
Penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit geostasioner yang merupakan sumber
daya alam yang terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 8
(1) Penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang radio dan
gelombang elektromagnetik lainnya dilakukan berdasarkan prinsip tidak saling
mengganggu dan sesuai dengan peruntukannya.
(2) Dalam rangka pengendalian penggunaan gelombang radio dan gelombang
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elektromagnetik lainnya, perangkat telekomunikasi harus memenuhi persyaratan
teknis yang ditetapkan oleh Menteri.

(3) Perangkat telekomunikasi yang diperdagangkan, dibuat, dirakit, dan dimasukkan ke
dalam wilayah Indonesia harus memperhatikan persyaratan teknis sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, syarat-syarat, dan perizinan tentang
penggunaan perangkat telekomunikasi termasuk pengusahaan, pemilikan, dan
pemasangan yang menggunakan gelombang radio dan gelombang elektromagnetik
lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9
Pemberian izin penggunaan perangkat telekomunikasi yang menggunakan gelombang
radio dan gelombang elektromagnetik lainnya untuk perwakilan diplomatik di Indonesia
dilakukan dengan memperhatikan asas timbal balik.

Pasal 10

(1) Kapal atau kendaraan air berbendera asing yang berada di wilayah perairan
Indonesia tidak diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh
Menteri bagi perangkat telekomunikasi yang digunakannya, kecuali apabila kapal
atau kendaraan air tersebut diusahakan di wilayah perairan Indonesia, maka
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberlakukan.

(2) Kapal atau kendaraan air berbendera nasional dan yang berbendera asing yang
ada di daerah perairan pelabuhan dilarang menggunakan pemancar radio atau
gelombang elektromagnetik lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :

a. digunakan untuk kepentingan dan keselamatan negara, keselamatan jiwa
manusia dan harta benda, bencana alam, keadaan marabahaya, wabah, dan
keamanan lalu lintas pelayaran; atau

b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan
penyelenggara; atau

c. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku dalain penyelenggaraan telekomunikasi dinas
bergerak pelayaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang
elektromagnetik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

(1) Pesawat udara asing yang berada di wilayah Indonesia tidak diwajibkan mengikuti
persyaratan teknis yang ditetapkan Menteri untuk perangkat telekomunikasi yang
digunakannya.

(2) Pesawat udara sipil Indonesia dan pesawat udara asing selama berada di wilayah
Indonesia dilarang menggunakan pemancar radio atau gelombang elektromagnetik
lainnya, kecuali bila pemancar tersebut :

a. digunakan untuk navigasi dan pengamanan lalu lintas udara; atau
b. disambungkan ke jaringan telekomunikasi yang dioperasikan oleh badan
penyelenggara; atau
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C. merupakan bagian dari sistem komunikasi satelit yang penggunaannya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan
telekomunikasi dinas bergerak penerbangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut tentang penggunaan gelombang radio dan gelombang
elektromagnetik lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur
dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Pasal 12

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan oleh pemerintah, yang selanjutnya
untuk penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat dilimpahkan kepada badan
penyelenggara.

(2) Badan lain selain badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi dasar atas dasar kerja sama dengan
badan penyelenggara, sedangkan untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi
bukan dasar badan lain dapat melaksanakannya tanpa kerja sama dengan badan
penyelenggara,

(3) Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus dapat dilakukan oleh
instansi pemerintah tertentu, perseorangan, atau badan hukum selain badan
penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 13
(1) Penyelenggaraan jasa telekomunikasi oleh badan lain selain badan penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan penyelenggaraan
telekomunikasi untuk keperluan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (3) dilaksanakan berdasarkan izin.
(2) Persyaratan dan tata cara permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14
Dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dengan persetujuan Menteri, badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dapat mengadakan perjanjian baik
dengan organisasi internasional maupun dengan penyelenggara telekomunikasi
negara lain.

Pasal 15

(1) Penyelenggaraan telekomunikasi bagi keperluan pertahanan keamanan negara
dapat menggunakan dan memanfaatkan jasa telekomunikasi yang disediakan
badan penyelenggara dan badan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) dan ayat (2).

(2) Alokasi frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi bagi
pertahanan keamanan negara ditetapkan oleh Menteri.

(3) Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi dan
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